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BAB IV  

PENUTUP 

 

4.1 Simpulan 

Kesimpulan dari penulis adalah bahwa penyelesaian sengketa hak asuh anak 

pasca perceraian dapat diselesaikan melalui jalur litigasi dan non-litigasi. 

Keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan. Apabila para pihak yang 

bersengketa memutuskan untuk menempuh jalur litigasi (masalah tersebut 

dibawa ke pengadilan karena jalur litigasi adalah cara untuk memberikan 

kepastian hukum yang lebih dibandingkan dengan upaya lainnya, ruang lingkup 

pemeriksaan yang lebih luas. Pengasuhan anak juga merupakan kewajiban yang 

harus dipenuhi oleh orang tua demi kemaslahatan anak itu sendiri, sehingga 

meskipun kedua orang tua mereka memiliki ikatan ataupun sudah bercerai anak 

tetap dapat mendapatkan perhatian dari keduanya. KHI (kompilasi hukum 

islam), Undang-Undang No. 1 tahun 1974 maupun para ahli menetapkan bahwa 

perempuan atau ibu adalah yang paling berhak mengenggam hak asuh anak 

dibandingkan dengan pihak lain. Kesimpulan ulama menunjukkan bahwa anak 

pada periode sebelum mumayyiz, pihak ibu lebih berhak terhadap anak untuk 

melakukan pengasuhan. 

 

4.2 Saran 

Adapun saran dari penulis terhadap permasalahan ini adalah: 

1. Di sarankan kepada pasangan suami istri agar bisa dapat merawat secara 

bersama walaupun status pernikahan sudah bercerai karena pada dasarnya 

seorang anak itu selamanya membutuhkan kasih sayang walaupun mereka 

sudah beranjak dewasa, karena pada hakikatnya seorang ayah dan ibu wajib 

bertanggung jawab atas anak. 

2. Di harapkan kepada pihak orang tua agar dapat memberikan kasih sayang 

seperti dulu karena semua anak butuh sekali kasih sayang dari orang tua, 

karena jika tidak mungkin kasus yang serupa akan berkembang terus di 

indonesia jika tidak ditindak lanjuti. 

3. Di harapkan Mediator Pengadilan Agama membantu para pihak dalam 

proses perundingan agar memberikan penyelesaian yang adil tanpa 

memaksa kedua pihak. 

4. Di harapkan juga kepada pihak Hakim Pengadilan agar dapat memberikan 

putusan yang terbaik untuk kasus-kasus yang serupa agar seorang anak 

tersebut mendapat keadilan dan tidak merasa kurang kasih sayang dari 

kedua orang tuannya.  
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